




A. Kajian Pustaka 
Hal-hal yang akan dikaji dalam Bab II ini tidak terlepas dari fokus penelitian 
yang telah dikemukakan pada bab I yang meliputi: kajian tentang Pendidikan 
Kejuruan, dan  kajian  tentang modal sosial, serta modal sosial  di Sekolah 
Menengah Kejuruan. Berikut akan diuraikan teori tersebut secara lebih rinci. 
1. Kajian tentang Pendidikan Kejuruan 
Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang dapat dilaksanakan 
dalam jalur pendidikan formal maupun non formal. Di Indonesia dalam jalur 
pendidikan formal, pendidikan kejuruan dilaksanakan pada tingkat 
pendidikan menengah yang disebut dengan Sekolah Menengah Kejuruan.  
Sedangkan pada jalur pendidikan non formal dapat dilaksanakan melalui 
pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga tertentu 
maupun oleh pemerintah melalui Balai Latihan Kerja (BLK).  
Dalam penelitian ini yang akan dikaji adalah pendidikan kejuruan yang 
merupakan jalur pendidikan formal, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan. 
Mengkaji tentang Sekolah Menengah Kejuruan tidak dapat lepas dari kajian 
tentang pendidikan, karena sekolah kejuruan merupakan salah satu jenis 
pendidikan yang dilakukan di sekolah. Pendidikan merupakan aktivitas  yang 
dilakukan oleh manusia sejak manusia ada. Melalui pendidikan, manusia 
mengajarkan kepada anak keturunannya mengenai berbagai hal seperti 
kebiasaan-kebiasaan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk kehidupan 
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sehari-hari.  Dikatakan oleh Smith (1986:10) hanya manusia yang telah 
menemukan berbagai sistem pendidikan dalam memenuhi kebutuhan-
kebutuhan yang sangat penting dan mencapai tujuan-tujuan pendidikan.  
Beberapa ahli mengartikan pendidikan dengan definisi yang berbeda-
beda karena sudut pandang yang digunakan juga berbeda. Noeng Muhadjir 
(1987:19-37) mendefinisikan pendidikan ditinjau dari fungsinya, yaitu: upaya 
sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia (peserta 
didik). Lebih lanjut diuraikan bahwa pendidikan berfungsi untuk:  
a. Menumbuhkan kreativitas peserta didik (pendidikan kreativitas). 
b. Menjaga lestarinya nilai-nilai insani dan nilai-nilai Illahi (pendidikan 
moralitas). 
c. Menyiapkan tenaga kerja produktif (pendidikan produktivitas). 
Senada dengan pendapat tersebut, Umar (2012:33-36) juga  
mendefinisikan pendidikan dari sudut pandang fungsinya sebagai berikut: 
a. Pendidikan sebagai transformasi budaya mempunyai pengertian 
sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi 
yang lain. 
b. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, didefinisikan  
sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada 
terbentuknya kepribadian peserta didik.  
c. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara, diartikan 
sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta 
didik agar menjadi warga negara yang baik. 
d. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja, diartikan sebagai  
kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar 
untuk bekerja.   
 
Kedua pendapat tersebut saling melengkapi dalam melihat fungsi 
pendidikan, yaitu berfungsi untuk mentransformasikan budaya, pembentukan 
kepribadian, menumbuhkan kreativitas, untuk menyiapkan warga negara yang 
baik, dan menyiapkan tenaga kerja produktif. 
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Adanya pendapat tentang fungsi pendidikan yang berbeda 
mengakibatkan pengertian yang berbeda dalam mendefinisikan 
pendidikan. Langeveld (dalam Pidarta, 2000:12) mengartikan pendidikan 
sebagai pemberian pertolongan secara sadar dan sengaja kepada seorang 
anak (yang belum dewasa) dalam pertumbuhannya menuju kearah 
kedewasaan dalam arti dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab susila 
atas segala tindakannya menurut pilihannya sendiri. Dari pengertian ini 
tersurat bahwa pendidikan hanya ditujukan kepada anak yang belum 
dewasa, tujuannya untuk mendewasakan anak dan bertanggung jawab atas 
tindakannya. Zamroni (2011:4) mendefinisikan pendidikan sebagai suatu 
proses pembudayaan bagi seorang individu agar potensi dirinya dapat 
berkembang secara optimal sesuai dengan lingkungan budaya masyarakat, 
guna dapat sukses dan menjalani kehidupan dimasa depan yang tidak 
dapat digambarkan secara jelas, tanpa harus tercabut dari akar budaya 
bangsanya. Pengertian ini mempunyai makna yang lebih luas karena 
pendidikan ditujukan kepada individidu  dari segala usia, tidak terbatas 
pada usia anak, dan tujuannya untuk mengembangkan semua potensi yang 
dimiliki oleh individu yang bersangkutan. 
Dalam Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 1 pendidikan diartikan sebagai: 
Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 




Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa pendidikan bertujuan untuk 
mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Secara lebih 
rinci tujuan pendidikan yang  tercantum dalam Undang-Undang nomor 20 
Tahun 2003  terdapat dalam pada  Bab II pasal 3 berbunyi:  
 Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,  
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab.    
 
Dapat dilihat dalam undang-undang tersebut pendidikan ditujukan 
untuk peserta didik yang  dapat diartikan sebagai manusia dalam segala 
usia, tidak hanya untuk anak-anak yang belum dewasa. Tujuannya 
mengembangkan potensi peserta didik  dalam aspek dalam hubungannya 
dengan Tuhan Yang Maha Esa, pada diri sendiri, maupun terhadap negara.  
Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua 
pendapat mengenai pengertian pendidikan. Pendapat  pertama mengatakan 
bahwa pendidikan hanya ditujukan kepada anak yang belum dewasa, dan 
pendapat kedua mengatakan bahwa pendidikan ditujukan bagi semua 
individu dari berbagai usia dengan tujuan untuk mengembangkan potensi 
yang dimilikinya.  Pendapat kedua tersebut yang dianut pada saat ini yang 
kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan program 
pendidikan seumur hidup.  
Pendidikan sebagai suatu sistem didukung oleh komponen-
komponen yang saling berinteraksi didalamnya. Imam Barnadib (1987) 
mengatakan  komponen-komponen yang berinteraksi dalam pendidikan 
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meliputi tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, isi pendidikan, metode 
pendidikan, alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Sumitro, dkk. 
(1998: 39-43)  mengatakan dalam interaksi antar komponen pendidikan 
mencakup apa yang dilakukan oleh pendidik dan apa yang dilakukan oleh 
peserta didik, isi dalam interaksi (isi pendidikan), alat yang dipakai dalam 
pendidikan (alat pendidikan), dan suatu tempat dimana terjadi proses 
pendidikan (lingkungan pendidikan). Lingkungan pendidikan mencakup 
lingkungan fisik, sosial dan budaya. Interaksi yang harmonis dari 
komponen-komponen tersebut akan menghasilkan luaran pendidikan yang 
berkualitas. Interaksi antar komponen dalam pendidikan tersebut dapat 
digambarkan sebagai berikut: 
Pelaksanaan pendidikan di Indonesia dilandasi oleh landasan 
filosofis dan landasan yuridis. Landasan filosofis merupakan falsafah yang 
dijadikan sebagi landasan dan titik tolak teori dan praktik pendidikan.  
Dasar falsafah negara Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu semua praktik 
pendidikan di Indonesia harus berlandaskan pada falsafah tersebut. Hal itu 
jelas terlihat dalam Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2003 dalam Bab II 
pasal 2 yang menyatakan: “Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945”. 
Landasan yuridis yang menjadi pedoman pelaksanaan pendidikan  
Indonesia saat ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut memuat 
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banyak hal, namun dalam bagian ini dijelaskan  tentang pengertian dan 
tujuan pendidikan, jalur pendidikan dan  penjenjangan pendidikan.  Untuk 
jalur  pendidikan tertulis “jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, 
non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”. 
Selanjutnya bila dilihat dari penjenjangan dalam pasal 14 tertulis sebagai 
berikut: pendidikan di Indonesia  terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan 
menengah, dan pendidikan tinggi. Pasal 18 ayat 2 menjelaskan tentang 
pendidikan menengah yang berbunyi: “Pendidikan Menengah terdiri atas 
pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan”. Dilihat 
dari jenisnya pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, 
akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus (pasal 15). 
 Mengacu pada pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang 
Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, penelitian ini akan dilakukan 
pada jenjang menengah, dalam  jenis pendidikan kejuruan atau Sekolah 
Menengah Kejuruan. Untuk memahami lebih lanjut berikut akan dibahas 
mengenai sekolah menengah kejuruan. 
a. Pengertian dan Tujuan Sekolah Kejuruan 
Peraturan perundangan mengenai sekolah kejuruan berkembang 
dari masa ke masa. Mencermati perkembangan perundangan mengenai 
sekolah kejuruan, dapat dilihat  dalam  Undang-Undang No. 2 Tahun 
1989, yang mengatakan bahwa pendidikan kejuruan telah masuk dalam 
Sistem Pendidikan Nasional secara hukum, yaitu jenis pendidikan yang 
termasuk dalam jalur pendidikan sekolah (Pasal 11, Ayat 1). 
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Selanjutnya dalam  ayat 3 tertulis "pendidikan kejuruan merupakan 
pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja 
dalam bidang tertentu".  
Dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 pendidikan 
kejuruan dijelaskan dalam pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan “pendidikan 
menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan 
menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa 
untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu”. Sementara  pada Pasal 3 
Ayat 2 disebutkan bahwa “pendidikan menengah kejuruan 
mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta 
mengembangkan sikap professional”. Beberapa perundangan tersebut 
mempunyai inti yang sama bahwa pendidikan kejuruan berada pada 
jenjang pendidikan menengah yang bertujuan untuk menyiapkan siswa 
memasuki lapangan kerja tertentu.  
Undang-undang pendidikan yang digunakan saat ini adalah 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. Dalam  Bab VI pasal 18  ayat 1, 2, dan 3 tertulis bahwa 
pendidikan menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. 
Terdiri atas pendidikan menengah umum yang berbentuk Sekolah 
Menengah Atas (SMA) dan pendidikan menengah kejuruan yang  
berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan  (SMK), Madrasah Aliyah 
Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat. Dengan demikian  
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Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan pendidikan jalur 
sekolah pada jenjang pendidikan menengah. 
Selain pengertian yang terdapat dalam undang-undang, Evans 
(dalam Djojonegoro, 1999) mengartikan pendidikan kejuruan sebagai 
bagian dari sistem pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan 
seseorang agar lebih mampu bekerja pada suatu kelompok pekerjaan 
atau satu bidang pekerjaan dari pada bidang-bidang pekerjaan lainnya.  
Pendapat Evans ini menekankan pada kekhususan pendidikan kejuruan 
untuk mempersiapkan lulusan dalam bidang pekerjaan tertentu.   
Sesuai dengan peraturan pemerintah no…tahun tujuan pendidikan 
kejuruan terbagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 
Tujuan umum  pendidikan kejuruan adalah sebagai berikut:  
1) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada 
Tuhan Yang Maha Esa. 
2) Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga 
negara yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, demokratis dan bertanggung jawab. 
3) Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki 
wawasan kebangsaan, memahami dan menghargai keaneka 
ragaman budaya bangsa Indonesia. 
4) Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki 
kepedulian terhadap lingkungan hidup, dengan secara aktif 
turut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup serta 
memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif dan efisien. 
 
Tujuan khusus pendidikan kejuruan adalah:  
1) Menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, 
mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang 
ada di dunia usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja 
tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program 
keahlian yang dipilihnya. 
2) Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karier, ulet, 
dan gigih dalam, beradaptasi dilingkungan kerja dan 
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mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian 
yang diminatinya. 
3) Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni agar mampu mengembangkan diri 
dikemudian hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi. 
4) Membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi 
yang sesuai dengan program keahlian yang dipilih.  
 
Dari tujuan tersebut dapat diihat dengan jelas bahwa sekolah 
kejuruan bertujuan menyiapkan peserta didik agar setelah menempuh 
pendidikannya dapat memiliki kompetensi dan berkarier atau bekerja 
sesuai dengan bidang keahliannya. Namun demikian dimungkinkan 
juga untuk melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan yang lebih 
tinggi. 
Membicarakan tentang tujuan pendidikan kejuruan, tidak dapat 
ditinggalkan pendapat Pestalozzi (2001) yang mengatakan bahwa 
pendidikan yang hanya memberikan  pembelajaran dalam suatu 
ketrampilan tidak pantas disebut pendidikan, namun harus merupakan 
penerapan seluruh aspek pada manusia dan didasarkan pada 
pengalaman penuh dan seluruh rentang kehidupan manusia itu sendiri. 
Ini berarti dalam pendidikan kejuruan harus juga mengembangkan 
selain aspek ketrampilan fisik, aspek intelektual, juga aspek moral dan 
kepribadian peserta didik. Dikatakan lebih lanjut, apabila pendidikan 
kejuruan hanya mengembangkan aspek fisik yang berupa ketrampilan, 
maka ketika menjadi pekerja, dia hanya akan berhenti menjadi mesin 
dan hilang aspek kemanusiaannya. Selaras dengan pendapat Pestalozzi 
tersebut, maka tujuan pendidikan kejuruan seharusnya memuat tentang 
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aspek moral dan kepribadian, sehingga nantinya sesudah tamat dari 
pendidikannya, tamatan sekolah kejuruan dapat bekerja dengan pribadi 
yang baik dan bermoral.  
b. Filosofi  yang Mendasari Sekolah Kejuruan 
Pendidikan yang dilakukan dalam suatu negara tidak terlepas dari 
dasar falsafah yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Namun 
demikian untuk tiap jenis pendidikan memiliki dasar filosofi yang 
berbeda sesuai dengan tujuan pendidikan yang dirumuskan. Dalam 
hubungannya dengan pendidikan kejuruan atau pendidikan vokasi, 
Sudira (2012:16) mengatakan “filsafat pendidikan vokasi menunjukkan 
garis arahan kemana pendidikan vokasi akan digerakkan atau 
dirancangprogramkan”. Dengan demikian falsafah yang dianut akan 
memberikan arah bagi pendidikan kejuruan tersebut. 
Beberapa aliran filsafat mendasari pelaksanaan pendidikan 
kejuruan. antara lain esensialisme, eksistensialisme, pragmatisme 
(Sudira, 2012:16). Lebih lanjut Sudira (2012:16)  mengutip pendapat 
Miller (1994) mengatakan bahwa “pragmatism merupakan philosophy 
yang paling efektif untuk education for work karena filosofi ini 
menyeimbangkan antara esensialisme dan eksistensialisme”.  
Menurut filsafat eksistensialisme pendidikan kejuruan harus 
mengembangkan eksistensi manusia untuk bertahan hidup, bukan 
merampasnya. Sementara filsafat esensialisme berpendapat bahwa 
pendidikan kejuruan harus mengaitkan dirinya dengan sistem-sistem 
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yang lain seperti ekonomi, sosial, politik, ketenagakerjaan serta religi 
dan moral. Filsafat pragmatisme yang dimotori oleh John Dewey 
berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia, 
oleh karena itu dalam pelaksanaan pendidikan, peserta didik harus 
dihargai sehingga dapat berkembang secara optimal. Faham 
pragmatisme merupakan faham yang menitikberatkan nilai pengetahuan 
berdasarkan kegunaan praktis, artinya dapat memenuhi kepentingan 
subyektif individu. Penerapan filsafat ini dalam pendidikan kejuruan,  
pendidikan harus dikaitkan dengan hasil kegunaannya, oleh karena itu 
praktik merupakan kegiatan yang harus diselenggarakan di SMK.  
Selain ketiga falsafah tersebut, humanisme juga menjadi dasar falsafah 
dalam pendidikan kejuruan. Filsafat humanisme memandang bahwa 
manusia itu berharga dan patut untuk dihormati. Penerapan dari filsafat 
ini antara lain dalam melaksanakan pendidikan perlu memperhatikan 
individu dalam perkembangannya.   
Selain dilandasi oleh dasar filsafat tersebut, pelaksanaan dan 
pengembangan pendidikan kejuruan tidak dapat lepas dari teori yang 
dikemukakan oleh Prosser dan Quigley (1950: 215-232) sebagai berikut:  
(1). Pendidikan Kejuruan akan efisien jika lingkungan tempat peserta 
didik dilatih merupakan replika lingkungan dimana lulusan akan 
bekerja. 
(2). Pendidikan Kejuruan akan efektif bila tugas-tugas pendidikan 
dan latihan diberikan ditempat pekerjaan itu  dilakukan,  dengan 
cara, alat, dan mesin yang sama seperti yang diperlukan dalam 
pekerjaan itu.  
(3). Pendidikan Kejuruan akan efektif jika melatih kebiasaan berfikir 
dan bekerja seperti di tempat kerja yang sesungguhnya.  
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(4). Pendidikan kejuruan akan efektif jika memungkinkan setiap 
individu memanfaatkan minat, dan kecerdasannya pada tingkat 
yang paling tinggi.  
(5). Pendidikan kejuruan akan efisien jika program-program 
pendidikan bervariasi sehingga peserta didik memperoleh 
keuntungan darinya. 
(6). Latihan kejuruan akan efektif jika pendidikan dan pelatihan 
dapat  membentuk kebiasaan kerja dan kebiasaan berfikir yang 
tepat, diulang sehingga sesuai dengan pekerjaan yang akan 
dilakukan. 
(7). Pendidikan kejuruan akan efektif jika guru mempunyai 
pengalaman  sukses dalam penerapan ketrampilan dan keahlian 
pada pengoperasian dan proses kerja yang telah dilakukan. 
(8). Pada setiap pekerjaan ada kemampuan minimal yang harus 
dipunyai oleh seseorang agar dia dapat bekerja pada pekerjaan 
tersebut  secara efektif. 
 (9).  Pendidikan kejuruan harus mengenali permintaan pasar kerja. 
(10). Keberlangsungan proses pembiasaan akan efektif jika pelatihan 
diberikan pada pekerjaan yang aktual. 
(11). Satu-satunya sumber yang yang dapat dipercaya tentang isi 
(content) pendidikan dan pelatihan adalah pengalaman para guru 
dalam pekerjaan tersebut. 
(12). Untuk setiap pekerjaan mempunyai  isi (body of content) yang 
khas yang tidak dimiliki oleh oleh pekerjaan lain. 
(13). Pendidikan kejuruan akan memberikan layanan sosial yang 
efektif jika memenuhi kebutuhan setiap kelompok pada saat 
mereka membutuhkannya. 
(14). Pendidikan kejuruan akan efisien, jika metode pengajaran 
mempertimbangkan karakteristik dari peserta didik. 
(15). Administrasi pendidikan kejuruan akan efisien bila bersifat 
fleksibel dan tidak kaku.  
(16). Setiap upaya harus dilakukan untuk mengurangi biaya 
pendidikan, namun apabila tidak dapat dipenuhi, maka 
pendidikan kejuruan tidak boleh dilakukan. 
 
Dari teori yang dikemukakan oleh Prosser & Quigley tersebut dapat 
dilihat bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan kejuruan beberapa hal 
perlu diperhatikan yaitu:  lingkungan pendidikan yang sesuai dengan 
kondisi pekerjaan yang nyata termasuk cara dan alat kerjanya, proses 
pembelajaran yang dapat melatih cara berfikir dan kebiasaan kerja, 
memperhatikan minat peserta didik, proses pembelajaran yang diampu 
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oleh guru yang mempunyai pengalaman dan keahlian kerja, adanya standar 
kemampuan minimal, mengenali permintaan pasar, isi (content) pelatihan 
yang khas, administrasi sekolah kejuruan yang fleksibel, dan biaya 
pendidikan yang dikelola secara efisien. Dengan demikian Prosser dan 
Quigley menekankan bahwa pembelajaran pada pendidikan kejuruan harus 
dilakukan tidak hanya dalam lingkungan sekolah, namun juga dalam 
lingkungan pekerjaan yang nyata yaitu di dunia usaha/dunia industri.  
Disamping prinsip-prinsip tersebut terdapat beberapa asumsi dalam 
pendidikan kejuruan, yaitu: (1) Pendidikan Kejuruan digerakkan oleh 
kebutuhan pasar kerja dan berkontribusi pada penguatan ekonomi, yang 
diistilahkan dengan  supply and demand. (2). Pendidikan kejuruan yang 
berdasarkan kebutuhan pasar dan lapangan kerja (demand driven). (3). 
Pendidikan kejuruan yang diharapkan mampu menciptakan wirausaha baru 
yang dapat menggerakkan pasar dan lapangan kerja baru (market driven). 
Masing-masing asumsi tersebut diterapkan sesuai dengan kondisi 
ketenagakerjaan di suatu negara.  
Pendidikan kejuruan di Indonesia menganut asumsi yang kedua 
bahwa pendidikan kejuruan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan 
pasar dan lapangan kerja (demand driven). Apabila asumsi ini diterapkan 
maka suatu program studi dapat menggunakan sistem buka tutup, artinya 
apabila banyak dibutuhkan tenaga kerja dalam bidang tersebut maka 
program tersebut dapat menerima peserta didik baru, atau mungkin dibuka 
program studi yang sesuai dengan kebutuhan tersebut, begitu pula 
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sebaliknya. Penerapan sistem tersebut dapat meminimalisir pengangguran 
lulusan sekolah kejuruan.  
Pendidikan kejuruan memiliki ciri atau karakteristik tersendiri yang 
berbeda dari sekolah umum. Dari pengertiannya  sudah terlihat bahwa 
pendidikan kejuruan diadakan untuk mendidik calon-calon tenaga kerja 
yang sesuai dengan bidangnya. Proses pembelajaran yang berlangsung di 
dua tempat melalui Pendidikan Sistem Ganda merupakan  perbedaan yang 
menonjol antara pendidikan kejuruan dengan pendidikan umum.  
Djojonegoro (1988) mengemukakan beberapa karakteristik pendidikan 
kejuruan yang lebih rinci yaitu: 
1) Pendidikan kejuruan diarahkan untuk mempersiapkan peserta 
didik memasuki lapangan kerja.  
2) Pendidikan kejuruan didasarkan atas “demand-driven” 
(kebutuhan dunia kerja). 
3) Fokus isi pendidikan kejuruan ditekankan pada penguasaan 
pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang 
dibutuhkan oleh dunia kerja. 
4) Penilaian yang sesungguhnya terhadap kesuksesan siswa harus 
pada “hands-on” atau performa dalam dunia kerja 
5) Hubungan yang erat dengan dunia kerja merupakan kunci 
sukses pendidikan kejuruan.  
6) Pendidikan kejuruan yang baik adalah responsif dan antisipatif 
terhadap kemajuan teknologi.   
7) Pendidikan kejuruan lebih ditekankan pada “learning by doing” 
dan “hands-on experience”. 
8) Pendidikan kejuruan memerlukan fasilitas yang mutakhir untuk 
praktik  
9) Pendidikan kejuruan memerlukan biaya investasi dan 
operasional yang lebih besar daripada pendidikan umum. 
Dengan demikian pembelajaran di sekolah kejuruan bertujuan untuk 
menyiapkan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan 
nilai-nilai yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Ditekankan pada 
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pembelajaran praktik yang menggunakan fasilitas mutakhir sehingga 
membutuhkan biaya yang lebih banyak dari pada sekolah umum. 
c.  Peminatan di Sekolah Menengah Kejuruan  
Untuk  lebih memberikan spesifikasi bagi peserta didik dalam 
mengikuti proses pembelajaran dilakukan program peminatan. Di 
SMA/MA struktur mata pelajaran peminatan adalah kelompok peminatan 
matematika dan pengetahuan alam; peminatan ilmu-ilmu sosial, dan 
peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya. Sedangkan di Madrasah Aliyah 
ditambahkan peminatan bidang keagamaan (Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, 2013: 9). Untuk struktur SMK peminatan dalam kurikulum 
sebelum diberlakukannya kurikulum 13 di tuangkan dalam Spektrum 
Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan. Dalam kurikulun 13 
diistilahkan dengan Peminatan Bidang Keahlian Kejuruan.  
Peminatan merupakan suatu proses pengambilan pemilihan 
peminatan kejuruan yang diputuskan oleh peserta didik berdasarkan atas 
pemahaman potensi diri dan peluang yang ada dalam keahlian di satuan 
pendidikan (PERMENDIKBUD Nomor 70/2013). Penetapan peminatan 
ini dilakukan secara kolaboratif antara guru mata pelajaran dan guru 
bimbingan dan konseling, serta orang tua/wali siswa dengan 
mempertimbangkan Spektrum Pendidikan Menengah Kejuruan yang 
ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Menengah. Pemilihan 
Peminatan Bidang Keahlian dilakukan pada saat peserta didik mendaftar 
pada SMK/MAK, sedangkan peminatan keahlian dalam bentuk Paket 
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Keahlian dilakukan pada semester tiga berdasarkan nilai rapor 
dan/rekomendasi guru Bimbingan dan Konseling atau hasil tes 
penempatan oleh psikolog.  
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut 
berarti bahwa peminatan bidang keahlian dilakukan sejak siswa mendaftar 
kelas X di SMK, dan peminatan keahlian dilakukan pada semester tiga 
SMK, berarti semester pertama kelas XI. Dengan demikian pelaksanaan 
peminatan bidang keahlian sudah dimulai ketika siswa berada di kelas IX 
SMP dan kelas-kelas sebelumnya. Guru Bimbingan dan Konseling SMP 
memberikan layanan bidang bimbingan karier untuk membantu siswa 
memilih sekolah lanjutan sesudah SMP. Hal itu untuk memenuhi Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatakan bahwa pada jenjang 
pendidikan menengah terdapat dua jenis pendidikan yaitu pendidikan 
umum (SMA) dan pendidikan kejuruan (SMK). Masing-masing jenis 
pendidikan mempunyai tujuan yang berbeda. SMA bertujuan untuk 
membekali siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sedangkan 
SMK bertujuan untuk membekali siswa bekerja dalam bidang tertentu. 
Berdasarkan hal tersebut, guru Bimbingan dan Konseling SMP 
berkewajiban untuk membantu peserta didik untuk memahami diri, 
menerima diri, mengarahkan diri, mengambil keputusan diri, 
merealisasikan keputusannya secara bertabggung jawab (Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). Untuk peserta didik SMP kelas XI 
keputusan yang diambil adalah dapat menentukan kelanjutan studi ke 
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SMA/MA atau ke SMK.apabila peserta didik memilih melanjutkan studi 
ke SMK maka mekanisme peminatan sebagai berikut: calon peserta didik 
mengambil formulir pendaftaran, mengembalikan formulir yang sudah 
diisi, kemudian diseleksi yang meliputi seleksi fisik oleh guru, seleksi dari 
guru BK yang meliputi seleksi administrasi, seleksi akademik, wawancara. 
Apabila memenuhi syarat yang ditentukan, maka peserta didik diterima di 
SMK dalam Bidang Keahlian yang dipilih. Dengan demikian guru BK 
sangat berperan dalam menentukan peserta didik diterima/ditolak.    
Peminatan selanjutnya adalah  peminatan keahlian, yang dilakukan 
pada semester tiga berupa peminatan kelompok mata pelajaran program 
keahlian, peminatan lintas mata pelajaran dan peminatan pendalaman mata 
pelajaran program keahlian tertentu sesuai dengan kemampuan dasar 
umum, bakat, minat dan kecenderungan pilihan masing-masing peserta 
didik (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). 
  Deskripsi tugas guru Bimbingan dan Konseling dalam layanan 
peminatan, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan bidang 
bimbingan karier di SMK. Donald Super (1951) dalam Supriatna (2010: 
10) memberikan pengertian bimbingan karier sebagi proses bantuan 
terhadap individu untuk menerima dan mengembangkan diri dan 
peranannya secara terpadu dalam dunia kerja, menguji konsepnya dengan 
realitas dan kepuasan bagi dirinya dan masyarakat. Pengertian dari Donald 
Super tersebut lahir dengan adanya pengembangan dari Model 
Okupasional yang digunakan sebelumnya ke Model Karier yang 
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digunakan sampai saat ini. Mengenai dua model ini Supriatna (2010:11) 
menjelaskan:  
Model Okupasional menekankan pada kesesuaian antara bakat dan 
minat dengan tuntutan pekerjaan, sedangkan Model Karier 
mencoba menghubungkan tujuan-tujuan yang lebih jauh, sehingga 
nilai-nilai pribadi, kebutuhan, konsep diri, rencana pribadi dan 
sejenisnya ikut dipertimbangkan. 
 
Model Karier inilah yang digunakan dalam memberikan layanan 
bimbingan karier sampai saat ini, sehingga bukan hanya melihat 
kesesuaian antara bakat dan minat, namun banyak hal yang perlu 
dipertimbangkan seperti nilai-nilai pribadi, kebutuhan, konsep diri, 
rencana pribadi, dan aspek lainnya. Definisi lain dikemukakan oleh Surya 
(1988:31) yang mendifinisikan sebagai berikut:  
Bimbingan karier  merupakan salah satu jenis bimbingan yang 
berusaha membantu individu untuk memecahkan masalah karier, 
memperoleh penyesuaian diri yang sebaik-baiknya antara 
kemampuan dan lingkungan hidupnya, memperoleh keberhasilan 
dan perwujudan diri dalam perjalanan hidupnya.   
 
Di SMK layanan bimbingan karier dilaksanakan secara terintegrasi 
dengan layanan-layanan bimbingan yang lain yaitu belajar, pribadi, dan 
sosial dengan tujuan antara lain agar siswa dapat: 
1) Memahami dan menilai dirinya, terutama potensi dasar yang 
dimilikinya. 
2) Menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada pada diri dan 
masyarakatnya, sehingga menumbuhkan sikap positif terhadap 
kerja. 
3) Mengetahui lingkungan pekerjaan yang berhubungan dengan 
potensi dirinya, serta memahami jenis-jenis pendidikan dan/atau 
pelatihan yang diperlukan untuk mengembangkan karier dalam 
bidang tertentu. 
4) Menemukan dan dapat mengatasi hambatan-hambatan yang 
disebabkan oleh faktor diri dan lingkungannya. 
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5) Merencanakan masa depan, yaitu merancang kehidupan secara 
rasional untuk memperoleh peran-peran yang sesuai dengan 
minat, kemampuan, dan kondisi sosial ekonomi. 
6) Membentuk pola-pola karier, yaitu kecenderungan arah karier. 
(Supriatna, 2010: 3-4). 
 
Tujuan layanan bimbingan karier  bagi siswa SMK lebih 
berorientasi pada  pembentukan pola karier sehingga siswa dapat bekerja 
dengan baik sesuai dengan kondisi dan cita-citanya. Pelaksanaan layanan 
bimbingan karier dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi 
layanan bimbingan, yaitu secara individual, kelompok, diberikan secara 
langsung melalui tatap muka antara konselor dengan siswa, dan secara 
tidak langsung dengan menggunakan media. 
Seperti yang telah diuraikan didepan, peminatan di SMK 
menggunakan dasar Spektrum Pendidikan Menengah Kejuruan yang 
senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. 
Selain itu juga untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja potensial 
beberapa tahun mendatang.  Perkembangan tersebut dapat dilacak melalui 
beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral. Dalam  
Keputusan Direktur Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah 
Nomor: 251/C/KEP/MN/2008, program Pendidikan pada SMK 
dikelompokkan menjadi Bidang Keahlian, yaitu kelompok atau rumpun 
keahlian pada SMK yang meliputi:  (1). (2).Teknologi dan Rekayasa; (3). 
Teknologi Informasi dan Komunikasi; (4). Kesehatan; (5). Seni, 
Kerajinan dan Pariwisata; (6). Agribisnis dan Agroteknologi; (7). Bisnis 
dan Manajemen. Program keahlian tersebut dirinci menjadi beberapa 
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Program Studi Keahlian, yaitu jurusan yang ada dalam suatu Bidang 
Studi Keahlian. Pada spektrum sebelumnya (1999-2004) disebut Bidang 
Keahlian. Rincian dari Program Studi Keahlian disebut dengan 
Kompetensi Keahlian, yaitu spesialisasi dalam suatu Program Studi 
Keahlian. Pada spektrum sebelumnya (1999-2004) disebut Program 
Keahlian. Dalam kurikulum SMK tahun 2013 bidang keahlian yang 
dibuka meliputi sembilan bidang, yaitu: 
          1). Teknologi dan Rekayasa. 
         (2). Teknologi Informasi. 
                    (3). Kesehatan. 
                    (4). Agribisnis dan Agroteknologi.  
                    (5). Perikanan dan Kelautan.  
                    (6). Bisnis dan Manajemen.  
                    (7). Pariwisata. 
                    (8). Seni Rupa dan Kriya. 
                    (9). Seni dan Pertunjukan.  
Bila dibandingkan antara spektrum keahlian yang terdapat dalam 
surat keputusan tahun 2008 dengan 2013, dapat dilihat bahwa terdapat 
pengembangan dalam program keahlian dan paket keahlian. Masih 
terdapat jurusan-jurusan konvensional seperti yang terdapat dalam 
spektrum sebelumnya, namun ditambah dengan jurusan-jurusan baru 
yang dikembangkan sesuai dengan potensi dunia usaha-dunia indutri dan 
pembangunan. Untuk tahun ajaran 2017 Depdiknas memberlakukan 142 
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Kompetensi Keahlian untuk memenuhi tenaga kerja terdidik dan trampil 
dalam bidang-bidang tersebut.  
Guru Bimbingan dan Konseling  di SMP maupun SMK perlu 
menginformasikan kompetensi keahlian yang ada, sehingga siswa tidak 
salah memasuki kompetensi keahlian yang tidak disenangi. Termasuk di 
dalamnya kesenjangan yang terjadi antar kompetensi keahlian tersebut. 
Hal itu berdasar Data Pokok Pendidikan (Dapodik, 2016) yang  masih 
memperlihatkan  terjadinya kesenjangan antara total lulusan SMK 
dengan peluang tenaga kerja. Kesenjangan tersebut sebagai berikut: 
untuk bidang keahlian seni pertunjukan; seni rupa dan kriya; pariwisata; 
perikanan dan kelautan; agribisnis dan agroteknologi; kesehatan; 
teknologi informasi dan komunikasi; serta teknologi rekayasa, lulusan 
SMK yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan dengan peluang 
kebutuhan tenaga kerja yang tersedia, sedangkan untuk bisnis dan 
manajemen lulusan yang dihasilkan melebihi peluang kebutuhan tenaga 
kerja. Melihat kondisi tersebut diperlukan pencermatan terutama dalam 
menentukan bidang studi baru atau kompetensi keahlian yang perlu 
dibatasi. 
d.  Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan  
Salah satu kelengkapan dari pendidikan persekolahan adalah 
adanya kurikulum yang merupakan sarana untuk mencapai tujuan 
sekolah, serta sebagai pedoman dalam memberikan pembelajaran. 
Kurikulum SMK dirancang menggunakan pendekatan: akademik, 
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kecakapan hidup, kurikulum berbasis kompetensi (competensi based 
curricullum), kurikulum berbasis luas dan mendasar (broad-based 
curriculum), dan kurikulum berbasis produksi (production-based 
curriculum). Melalui berbagai pendekatan tersebut diharapkan: (1). 
lulusan SMK mampu bekerja secara mandiri sebagai wiraswastawan. (2). 
mampu mengisi lowongan pekerjaan yang ada. (3) mampu 
mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Substansi materi yang terdapat dalam kurikulum SMK 
ditentukan dan  diorganisasikan menjadi program normatif, adaptif, dan 
produktif. 
Program normatif adalah kelompok mata diklat yang berfungsi 
membentuk peserta didik agar memiliki dasar pengetahuan yang luas dan 
kuat untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi di 
lingkungan sosial dan lingkungan kerja, serta mampu mengembangkan 
diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.  
Program adaptif berisi mata diklat yang lebih menitikberatkan  
pada pemberian kesempatan kepada peserta didik untuk memahami dan 
menguasai konsep dan prinsip dasar ilmu dan teknologi yang dapat 
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan atau melandasi kompetensi 
untuk bekerja. Program adaptif  terdiri dari kelompok mata diklat yang 
berlaku sama bagi semua program keahlian dan mata diklat yang hanya 
berlaku bagi program keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-
masing program keahlian.  
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 Program produktif adalah kelompok mata diklat yang berfungsi 
membekali peserta didik agar memiliki kompetensi kerja sesuai 
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (KKNI). Program produktif 
bersifat melayani permintaan pasar kerja, karena lebih banyak ditentukan 
oleh dunia usaha dan dunia industri atau asosiasi profesi. Program 
produktif diajarkan secara spesifik sesuai dengan kebutuhan tiap program 
keahlian. 
Selain mata pelajaran yang terdapat dalam program normatif, 
adaptif dan produktif, program kurikulum sekolah kejuruan juga memuat 
tentang kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler.  Kegiatan 
kurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan struktur 
kurikulum, ditujukan untuk mengembangkan kompetensi peserta didik 
sesuai dengan bidang kehaliannya. Kegiatan kurikuler dilakukan melalui 
kegiatan pembelajaran terstruktur sesuai dengan struktur kurikulum. 
Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan diklat diluar jam yang 
tercantum pada struktur kurikulum, ditujukan untuk mengembangkan 
bakat dan minat serta untuk memantapkan pembentukan kepribadian 
peserta didik. Baik kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler 
dimaksudkan untuk lebih mengaitkan antara kompetensi yang diperlukan 
oleh program kurikuler dengan kebutuhan lingkungan dan 





e.  Proses Pembelajaran di Sekolah Kejuruan  
Pendekatan pembelajaran di SMK menggunakan pembelajaran 
berbasis kompetensi yang menganut prinsip pembelajaran tuntas 
(mastery learning), untuk dapat menguasai sikap (attitude), ilmu 
pengetahuan (knowledge), dan ketrampilan (skills) agar dapat bekerja 
sesuai dengan profesi yang dituntut oleh suatu kompetensi.  Selain 
belajar tuntas  juga menggunakan strategi lain yaitu belajar melalui 
aktivitas (learning by doing), pembelajaran yang memperhatikan 
perbedaan/keunikan individu, maupun belajar secara kelompok  dan  
pembelajaran dengan menggunakan modul.  
 Pola penyelenggaraan SMK dikembangkan untuk multy entry dan 
multy exit artinya peserta didik dapat memulai dan mengakhiri kegiatan 
belajar dalam waktu yang tidak harus bersamaan. Selain itu juga 
menggunakan Pendidikan Sestem Ganda (PSG) yaitu model 
penyelenggaraan pendidikan pelatihan yang melibatkan SMK, dunia 
usaha-dunia industri, dan asosiasi profesi, mulai dari tahap perencanaan, 
pelaksanaan, hingga tahap evaluasi dan sertifikasi. Apabila SMK yang 
bersangkutan sudah memiliki Unit Produksi dapat digunakan sebagai 
tempat pembelajaran. Pola penyelenggaraan SMK yang demikian 
memerlukan kerja sama dengan personil intern sekolah maupun dengan 
lembaga-lembaga di luar sekolah.  
Sesuai dengan model pendidikan yang digunakan di sekolah 
kejuruan yaitu Model Pendidikan Sistem Ganda, proses pembelajaran di 
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sekolah kejuruan bukan hanya berlangsung di dalam kelas, di 
laboratorium dan di perpustakaan sekolah, namun juga terjadi di luar 
sekolah. Hal itu sesuai dengan pendapat Peter Senge (2000) yang 
mengatakan: “proses pembelajaran akan mencapai hasil yang efektif 
apabila dilaksanakan di dalam kelas, di sekolah, dan diluar sekolah. 
Implikasi dari teori tersebut salah satunya terjadi pada saat peserta didik 
melakukan praktik kerja industri (Prakerin) di industri yang sesuai 
dengan bidang keahlian yang ditempuhnya. Model pembelajaran ini 
merupakan salah satu dari empat model pembelajaran dalam pendidikan 
kejuruan. Empat model tersebut adalah:  
1) Model sekolah, yaitu pendidikan dan pelatihan sepenuhnya 
dilakukan di sekolah. Dalam model ini baik mata pelajaran teori 
maupun praktik dilakukan di sekolah. Asumsi yang digunakan 
dalam model ini bahwa semua hal yang terjadi di tempat kerja 
dapat diajarkan di sekolah. Konsekuensinya, sekolah harus 
menyediakan semua peralatan praktik sehingga membutuhkan 
biaya yang besar.  
2) Model Magang. Dalam model ini untuk pembelajaran dasar 
kejuruan dilakukan di sekolah, sedangkan inti kejuruan dilakukan 
di industri melalui sistem magang. 
3) Model Pendidikan Sistem Ganda (PSG), yaitu model 
penyelenggaraan SMK yang memadukan pembelajaran di sekolah 
dan pemberian pengalaman kerja di dunia usaha. Model ini dapat 
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saling melengkapi antara sekolah dengan dunia kerja, namun 
memiliki kelemahan yaitu rentan terhadap perubahan sosial, 
ekonomi, dan politik, karena dunia industri sangat dipengaruhi 
oleh  keadaan tersebut.  
4) Model School Based Interprise.  Model ini dilaksanakan dengan 
cara sekolah kejuruan mengembangkan dunia usaha di sekolah 
untuk menambah penghasilan dan memberikan pengalaman kerja 
sepenuhnya secara nyata (Depdiknas, 2013). 
Pendidikan Sistem Ganda (dual sistem) berkembang di Indonesia 
pada tahun 1990-an. Djojonegoro (1999:46) mengartikan Pendidikan 
Sistem Ganda sebagai bentuk penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang 
memadukan program pendidikan sekolah dan program pelatihan di dunia 
kerja yang terarah untuk mencapai tujuan pendidikan kejuruan. Dengan 
demikian penyelenggaraan pendidikan di SMK diselenggarakan pada dua 
tempat yaitu di sekolah dan di dunia usaha/dunia industri. Di sekolah 
siswa mendapatkan lebih banyak pembelajaran teori, sedangkan 
pembelajaran praktik dilakukan di dunia usaha/industri. 
 Tujuan Pendidikan Sistem Ganda adalah:  
(1) Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian 
professional, tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, 
ketrampilan dan etos kerja yang tinggi.   
(2) Meningkatkan dan memperkokoh keterkaitan dan 
kesepadanan (link and match) antara lembaga pendidikan dan 
pelatihan kejuruan dengan dunia kerja.  
(3) Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan tenaga kerja berkualitas professional.  
(4) Memberikan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai 




Untuk mencapai tujuan tersebut pelaksanaan Pendidikan Sistem 
Ganda perlu didukung oleh institusi pasangan yaitu dunia usaha/dunia 
industri sebagai tempat praktik bagi peserta didik. Fungsi industri dalam 
pelaksanaan praktik antara lain: sebagai tempat praktik (outsourcing), 
sebagai tempat magang kerja (apprenticeship), sebagai tempat belajar 
manajemen industri dan wawasan dunia kerja (Pardjono, tanpa tahun: 3-
4). 
Inti dari uraian tersebut  adalah bahwa proses pembelajaran sekolah 
kejuruan di Indonesia menggunakan model Pendidikan Sistem Ganda, 
peserta didik mengikuti pembelajaran pada dua tempat yaitu di sekolah 
dan di dunia usaha/industri, sehingga sekolah perlu bekerja sama dengan 
industri. Peran industri adalah sebagai tempat praktik, tempat magang 
kerja,  tempat belajar manajemen industri dan wawasan dunia kerja.  
Penggunaan model pendidikan sistem ganda sudah dilaksanakan 
sejak tahun 1990-an namun hasilnya belum optimal karena keterbatasan 
jumlah industri yang dapat digunakan sebagai tempat praktik. Disamping 
itu adanya kekhawatiran dari fihak industri mengenai kegagalan produksi 
karena digunakan untuk praktik.  Kondisi yang demikian mendorong 
dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9/2016 yang mengatur tentang 
tanggung jawab terhadap lulusan SMK yang bukan hanya tanggung 




Selain melalui model Pendidikan Sistem Ganda, saat ini mulai 
dikembangkan model School Based Interprise dengan membangun dunia 
usaha di sekolah. Model ini sering disebut dengan Perusahaan Berbasis 
Sekolah, ada juga yang mengistilahkan dengan “pabrik dalam sekolah” 
(Teaching Faktory).  Direktorat Pembinaan SMK (2016) mengartikan 
Teaching Faktory (TeFa) sebagai suatu konsep pembelajaran di SMK 
berbasis produksi/jasa yang mengacu kepada standard dan prosedur yang 
berlaku di industri dan dilaksanakan dalam suasana seperti yang terjadi di 
industri. Pembelajaran model TeFa ini merupakan pengembangan dari 
unit produksi yang sudah dikembangkan sebelumnya. Dalam 
melaksanakan pembelajaran TeFa, sekolah harus mengkondisikan area, 
lingkungan, suasana, aturan, tata kelola kerja seperti di tempat kerja yang 
sesungguhnya.  Melalui pembelajaran dengan model TeFa dapat 
membantu siswa untuk transisi dari sekolah ke dunia kerja. Namun saat 
ini belum semua sekolah kejuruan melaksanakan model ini karena model 
ini membutuhkan modal yang besar karena harus membangun industri di 
sekolah.  
Proses pembelajaran di SMK diakhiri dengan Uji Kompetensi 
Keahlian  (UKK). UKK merupakan bagian dari intervensi pemerintah 
dalam menjamin mutu pendidikan pada satuan pendidikan SMK 
(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). Tujuan 
diselenggarakannya UKK adalah untuk  mengukur pencapaian 
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kompetensi siswa pada level tertentu sesuai kompetensi keahlian yang 
ditempuh selama masa pembelajaran di SMK.  
Penerapan model PSG memiliki konsekwensi pada cara evaluasi 
belajar yang dilakukan. Siswa SMK menempuh ujian berupa teori 
kejuruan dan praktik kejuruan. Siswa dinyatakan lulus ujian praktik 
kejuruan bila memenuhi standar yang ditetapkan oleh dunia industri yang 
bekerja sama dengan SMK atau Lembaga Sertifikasi Profesi dan 
perangkat uji yang dikeluarkan olek Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan di tempat-tempat uji kompetensi (Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan, 2017). Selanjutnya mengenai tempat dilaksanakan Uji 
Kompetensi Kejuruan diberlakukan ketentuan yang berbunyi: “satuan 
pendidikan yang menyelenggarakan Uji Kompetensi Keahlian harus 
dinyatakan layak sebagai tempat uji kompetensi oleh Koordinator Ujian 
Nasional atau Lembaga Sertifikasi Profesi.  
 Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa  proses 
pembelajaran di SMK diakhiri dengan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) 
yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan Ujian Negara. Materi uji 
kompetensi tersebut meliputi dua hal yaitu ujian teori kejuruan dan ujian 
praktik kejuruan, kemudian baru dilaksanakan ujian negara. Penguji ujian 
teori kejuruan dilakukan oleh guru SMK yang sesuai dengan bidangnya, 
sedangkan sebagai penguji praktik kejuruan dari industri yang bermitra 
dengan SMK, dari asosiasi profesi atau Lembaga Sertifikasi Profesi. 
Tempat Uji kompetensi keahlian dilaksanakan di SMK yang dinyatakan 
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layak oleh Koordinator Ujian Negara setempat atau oleh Lembaga 
Sertifikasi Profesi. Dengan demikian tidak semua SMK dapat 
menyelenggarakan Uji Kompetensi Keahlian di sekolah masing-masing. 
Bagi SMK yang belum dinyatakan layak, maka pelaksanaan Uji 
Kompetensi Keahlian dapat bergabung dengan SMK yang dinyatakan 
layak.  
Sesuai dengan tujuan sekolah kejuruan yaitu menghasilkan tenaga 
kerja yang sesuai dengan bidangnya, diharapkan siswa  SMK sesudah 
menempuh pendidikan selama tiga atau empat tahun  segera dapat 
memasuki lapangan kerja. Jenjang kerja yang bisa dimasuki oleh lulusan 
SMK diatur dalam Pedoman  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (KKNI).  Dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 (Bab 1 Pasal 1), Kompetensi Kerja 
Nasional Indonesia (KKNI) diartikan sebagai; 
 Kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat 
menyandingkan, menyetarakan, dan mengintregasikan antara 
bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman 
kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai 
dengan stuktur pekerjaan  diberbagai sektor. 
 
KKNI berguna sebagai acuan pendidikan/pelatihan berbasis 
kompetensi; pelaksanaan uji kompetensi; acuan menstrukturkan 
perusahaan; dan penyusunan SOP perusahaan. Dengan menggunakan 
KKNI, akan terjadi kesesuaian antara penyelenggara 
pendidikan/pelatihan dengan dunia kerja. KKNI merupakan pengakuan 
kualitas yang mengacu pada pendidikan formal, tetapi juga 
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mempertimbangkan pelatihan yang didapat diluar pendidikan formal, 
pembelajaran mandiri dan pengalaman kerja. Jadi dalam hal ini dalam 
memperhitungkan jenjang  jabatan yang dapat dimasuki oleh lulusan 
jenjang pendidikan tertentu, pelatihan yang pernah diikuti oleh seorang 
pekerja dan pengalaman kerja turut dipertimbangkan. Penjenjangan 
tersebut  terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2012  
sebagai berikut:  
1) Lulusan pendidikan dasar (SMP) setara jenjang 1. 
2) Lulusan pendidikan menengah (SMA) paling rendah setara 
dengan jenjang 2. 
3) Lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3; 
4) Lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4; 
5) Lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5; 
6) Lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling 
rendah setara dengan jenjang 6.  
7) Lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara 
dengan jenjang 8  
8) Lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9.  
9) Lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8. 
10) Lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9. 
 
Bila ditampilkan dalam bentuk gambar adalah sebagai berikut: 
 
 
Gambar 3.  Penjenjangan Jabatan Hubungannya dengan Pendidikan 




Dengan adanya KKNI  berarti bukan hanya pendidikan formal yang 
dijadikan sebagai titik tolak penempatan dalam suatu jenjang  pekerjaan, 
namun pelatihan yang pernah diikuti dan pengalaman kerja juga 
diperhitungkan. Jenjang kualifikasi KKNI yang terdapat dalam Bab II 
pasal 2 terdiri atas:  
1) Jenjang I sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan 
operator. 
2) Jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan dalam jabatan 
teknisi atau analis. 
3) Jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan 
ahli. 
Penelitian ini dilaksanakan pada jenjang pendidikan SMK, sesuai 
dengan penjenjangan didepan lulusan SMK berada dalam jenjang 2 yaitu 
sebagai operator. Deskripsi tugas jenjang 2 adalah:  
Mampu melaksanakan tugas spesifik dalam menggunakan alat, dan 
informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta  
menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, dibawah 
pengawasan langsung atasan. Memiliki pengetahuan operasional 
dasar dan pengetahuan factual bidang kerja yang spesifik, sehingga 
mampu memilih penyesuaian yang tersedia terhadap masalah yang 
lazim timbul. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat 
diberi tanggung jawab membimbing orang lain. (Lampiran PP 
Nomor 8 Tahun 2012).  
 
Jabatan sebagai operator seorang pekerja dituntut untuk dapat 
melaksanakan tugas yang spesifik dengan menggunakan alat, informasi, 
dan prosedur kerja yang terukur. Dalam bekerja diawasi oleh atasan 
langsung, dan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi 
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tanggung jawab membimbing orang lain. Menurut rencana KKNI 
diterapkan pada tahun 2016, namun sampai saat ini belum semua 
perusahaan/industri  menerapkan.  
2.  Kajian tentang Modal Sosial 
a. Pengertian  Modal Sosial 
Terdapat berbagai macam modal yang dapat dimanfaatkan oleh 
manusia untuk mencapai efisiensi dalam kehidupan. Sunyoto Usman 
(2012: 2) mengkategorikan modal menjadi tiga golongan yaitu: modal 
phisik (physical capital), modal manusia (human capital), dan modal 
sosial (social capital). Lebih lanjut dijelaskan masing-masing modal 
tersebut memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Modal phisik memiliki 
karakteristik: dapat terlihat nyata, dapat dihitung dan diperhitungkan, 
ukuran penilaian jelas. Modal manusia memiliki karakteristik tidak terlihat 
nyata namun masih bisa diukur, sedangkan modal sosial memiliki 
karakteristik tidak dapat dilihat, terkait dengan orang lain, tidak mudah 
diukur, melekat pada relasi sosial, dan hanya diketahui setelah terjadi 
hubungan sosial. Berbeda dengan pendapat tersebut,  
Bourdiau 2004 (dalam Dwiningrum, 2014: 5) mengklasifikasikan 
modal menjadi menjadi modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial. 
Modal ekonomi dapat dikonversi menjadi uang atau dalam bentuk hak 
milik kelembagaan. Modal budaya dapat diinternalisasi sebagai kualitas 
yang tahan lama.  Modal sosial merupakan suatu modal hubungan yang 
tetap ada dan memberikan dukungan yang bermanfaat ketika diperlukan. 
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 Pembagian lain dikemukakan oleh Tom Shculler, 2004 yang 
membagi modal menjadi modal manusia, modal identitas, dan modal 
sosial. Modal manusia berupa pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki 
manusia, yang memungkinkan mereka berfungsi secara efektif dalam 
kehidupan ekonomi dan sosial. Modal identitas mengacu pada 
karakteristik individu individu yang digambarkan sebagai citra diri. 
 Dari pendapat para ahli yang diacu, modal sosial selalu muncul 
sebagai bagian dari modal yang ada. Hal ini menandakan bahwa modal 
sosial menempati posisi yang penting dalam meningkatkan pencapaian 
tujuan organisasi. Namun demikian modal yang lain tidak bisa diabaikan 
karena merupakan modal yang penting juga. Berbagai modal tersebut tidak 
bisa dipisahkan, ketika modal yang satu berkembang dimungkinkan modal 
yang lain akan mengalami perubahan.  
  Modal sosial telah dibahas oleh beberapa ahli, salah satunya adalah 
Bourdiau (1986:3) yang  melihat dari sudut pandang ekonomi. Dikatakan 
bahwa terdapat tiga modal yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan 
barang dan jasa yang berguna dalam memenuhi kebutuhan manusia. 
Ketiga modal tersebut adalah modal capital, modal manusia, dan modal 
sosial. Bourdiau mengartikan modal sosial sebagai keseluruhan sumber 
daya yang aktual dan potensial yang berhubungan dengan kepemilikan 
suatu jaringan yang bertahan dari hubungan-hubungan yang kurang lebih 
melembaga dan saling menghargai (Dwiningrum, 2014:6).  Selanjutnya 
dikatakan bahwa besarnya modal sosial yang dimiliki oleh agen tertentu 
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tergantung dua hal yaitu jaringan koneksi yang secara efektif 
dimobilisasikan dan pada volume modal.   
Ahli lain yang mengangkat modal sosial sebagai wacana ilmiah 
adalah James S. Coleman pada tahun 1990. Coleman (1999:302) 
mendefinisikan modal sosial berdasarkan atas fungsinya, yaitu sebagai 
kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama demi mencapai tujuan-
tujuan bersama didalam berbagai kelompok dan organisasi. Dimensi 
modal sosial yang dikemukakan oleh Coleman tersebut adalah kemampuan 
bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Awalnya Coleman 
melakukan studi dalam dunia pendidikan karena melihat beberapa 
fenomena seperti tingginya angka putus sekolah, hubungan teman sebaya 
yang memberikan pengaruh negatif, dan adanya penurunan prestasi belajar 
pada siswa di sekolah. 
 Pada tahun 1993 Robert Putnam memunculkan tulisan tentang 
modal sosial sebagai respon terhadap kualitas kehidupan masyarakat 
Amerika yang semakin menurun (Ancok, 2003: 15).  Putnam (1995:167) 
mendifinisikan modal sosial sebagai bagian dari organisasi sosial seperti 
kepercayaan, norma, dan jaringan, yang dapat meningkatkan efisiensi 
masyarakat dengan memfasilitasi tindakan-tindakan terkoordinasi. Modal 
sosial menjembatani terciptanya kerja sama dalam komunitas sehingga 
terjalin kerja sama yang saling menguntungkan. Dengan demikian  modal 
sosial tersebut merupakan aspek utama dari organisasi sosial yang berupa 
kepercayaan (trust), norma-norma (norm), dan jaringan sosial (networks) 
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yang dapat meningkatkan efisiensi dalam masyarakat. Lebih lanjut Putnam  
mengatakan “ide dasar teori modal sosial adalah bahwa jaringan sosial 
memiliki nilai... kontak sosial berpengaruh terhadap produktivitas individu 
dan kelompok”. Pendapat  Putnam menekankan, inti  modal sosial meliputi 
tiga hal yaitu kepercayaan, norma-norma, dan jaringan sosial, dengan 
menekankan bahwa jaringan sosial lebih bernilai dari dua aspek yang lain.  
Cox (1995:220) mendifinisikan modal sosial sebagai rangkaian 
proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-
norma, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisien dan efektifnya 
koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan dan kebajikan bersama. 
Empat ahli tersebut  yairu Bourdiau, Coleman, Putnam, dan Cox, sepakat 
bahwa modal sosial terjadi dalam hubungan antar manusia dalam 
komunitas untuk mencapai tujuan komunitas tersebut.  
Beberapa ahli lain memberikan pengertian tentang modal sosial, 
seperti  Dasgupta dan Serageldin (1999) dikutip Supriono (2010:35) yang 
mengatakan dimensi modal sosial menggambarkan segala sesuatu yang 
membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar 
kebersamaan, serta didalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma 
yang tumbuh dan dipatuhi.  Pendapat Seragaldin ini menyiratkan bahwa 
modal sosial mempunyai dimensi: sesuatu yang membuat masyarakat 
bersekutu, kebersamaan, nilai-nilai dan norma. 
Cohen dan Prusak (2000:121) mendefinisikan modal sosial sebagai 
setiap hubungan yang terjadi yang diikat oleh suatu kepercayaan (trust), 
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kesalingpengertian (mutual understanding), dan nilai-nilai bersama 
(shared value) yang mengikat anggota kelompok untuk membuat 
kemungkinan aksi bersama dapat dilakukan secara efisien dan efektif. 
Menurut pengertian ini, dimensi modal sosial adalah kepercayaan, saling 
pengertian, dan nilai-nilai bersama. Sementara Fukuyama (2007: 120) 
mengartikan modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-
norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu 
kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerjasama di antara 
mereka. Dari pengertian Fukuyama. modal sosial mempunyai dimensi 
nilai-nilai atau norma-norma informal dan kerja sama. Namun demikian, 
Fukuyama berpendapat bahwa  hanya nilai-nilai bersama yang 
dibangkitkan oleh kepercayaan yang akan dijadikan norma dalam 
bertindak. Selanjutnya dikatakan, kepercayaan ini merupakan harapan-
harapan terhadap keteraturan, kejujuran, perilaku kooperatif yang muncul 
dari sebuah komunitas masyarakat yang dianut bersama oleh para 
anggotanya. Norma-norma tersebut bisa berisi pernyataan-pernyataan yang 
berkisar pada nilai-nilai luhur (kebajikan) dan keadilan.  
Dari definisi yang dikemukakan oleh Dasgupta dan Seregaldin, 
Cohen & Prusak, dan Fukuyama, tiga dimensi yang selalu muncul, yaitu 
kepercayaan (trust), norma-norma (norm), dan jaringan sosial (networks). 
Inilah yang kemudian disebut sebagai unsur pembentuk utama dari modal 
sosial (necessary condition). Berikut akan dijelaskan tiga dimensi modal 
sosial tersebut : 
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1. Kepercayaan (trust) Sebagai Modal Sosial.  
Seperti dikemukakan didepan, kepercayaan merupakan unsur 
modal sosial, dan merupakan inti yang paling penting dari modal sosial, 
karena merupakan perekat bagi berlangsungnya kerja sama dalam suatu 
kelompok. Adanya kepercayaan antar anggota kelompok, kerja sama 
akan menjadi semakin efektif. Ditinjau dari kepercayaan (trust) ini  
Fukuyama membagi negara menjadi dua, yaitu negara high trust danlow 
trust society. Dalam negara yang memiliki high trust society, rakyat 
memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap sistem sosial mereka, 
sehingga akan membawa kearah fleksibilitas yang tinggi. Lebih lanjut 
negara yang demikian akan memiliki kemajuan yang tinggi dalam bidang 
ekonomi. Sebaliknya negara dengan kondisi low trust society akan 
memiliki tingkat ekonomi yang rendah.  
Dihubungkan dengan dunia pendidikan dapat dikatakan bahwa bila 
suatu masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap 
pengelolaan pendidikan, maka lembaga pendidikan tersebut akan 
semakin maju, yang dapat ditandai dengan berbagai indikator seperti 
mutu lulusan yang tinggi, jumlah siswa yang semakin banyak, dan biaya 
pendidikan yang semakin rendah karena tatanan ekonomi yang unggul 
akan dapat mengurangi biaya operasioanal sekolah. Selanjutnya, 
Fukuyama mengatakan bahwa kepercayaan akan muncul dalam 
masyarakat yang berperilaku normal, jujur, kooperatif berdasakan norma-
norma yang dimiliki bersama, demi kepentingan anggota yang lain dari 
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komunitas tersebut. Oleh karena itu bila ingin memperoleh kepercayaan 
yang tinggi, perilaku yang sesuai dengan norma yang dianut bersama, 
berperilaku jujur, keteladanan dan mau bersikap kooperatif  harus 
dilakukan. Jaringan sosial  membutuhkan partisipasi, pertukaran timbal 
balik, solidaritas, kerja sama yang berkeadilan. 
2. Jaringan Sosial Sebagai Modal Sosial. 
Jaringan sosial akan terjadi apabila antara individu satu dengan 
individu lain dalam suatu komunitas atau masyarakat terjadi keterikatan. 
Field  (2003: 18) mengatakan bahwa jaringan sosial merupakan aset yang 
sangat bernilai. Jaringan sosial memberikan dasar bagi kohesi sosial 
karena mendorong orang-orang yang mereka kenal secara langsung-
untuk memperoleh manfaat timbal balik. Kondisi keterikatan yang baik 
dalam komunitas tersebut akan memberikan manfaat dalam pengelolaan 
sumber daya milik bersama, mempermudah koordinasi dan kerja sama 
yang memberikan keuntungan bersifat timbal balik. Namun diantara 
berbagai elemen dalam jaringan sosial tersebut, solidaritas merupakan 
elemen yang paling utama, sebab tanpa adanya solidaritas masyarakat 
tidak akan dapat menyatukan persepsinya terhadap sesuatu. Selain itu, 
elemen kerja sama juga merupakan elemen yang penting dalam jaringan 
sosial. Soerjono Soekanto (1997) mengatakan bahwa kerja sama timbul 
karena individu memiliki orientasi terhadap kelompoknya atau kelompok 
lain, dan adanya kesadara bahwa mereka memilikin kepentingan yang 
sama pada saat yang bersamaan, sehingga mereka akan melakukan  
72 
 
kepentingan tersebut dengan tenggang rasa dan kebersamaan yang tinggi. 
3. Norma-Norma Sebagai Modal Sosial.  
Norma atau nilai akan timbul bila masyarakat bersekutu dan 
membentuk pranata atau institusi sosial. Pranata sosial akan terbentuk 
karena adanya kepentingan individu yang tidak dapat dipenuhi seorang 
diri, sehingga mereka bergabung untuk memenuhi kepentingan tersebut. 
Dalam suatu institusi akan dilahirkan norma-norma atau nilai-nilai yang 
disepakati dan dilaksanakan bersama. Adanya norma akan menimbulkan 
hak dan kewajiban yang dijunjung tinggi oleh masing-masing anggota.  
Norma atau nilai yang ada dalam suatu pranata sosial mempunyai 
tiga fungsi, yaitu : (1). Memberikan pedoman pada anggota mengenai 
bagaimana mereka harus bertindak dan berperilaku; (2). Menjaga 
keutuhan masyarakat; dan (3). Memberikan pegangan kepada masyarakat 
untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (Summer dalam Soekanto, 
1997:136). Selanjutnya Soekanto mengatakan bahwa pranata sosial akan 
dianggap sebagai norma bila norma-norma tersebut membatasi serta 
mengatur perilaku  orang-orang dalam pranata tersebut.  
Selain unsur-unsur pokok/keharusan (necessary condition) tersebut, 
terdapat unsur lain yang disebut  sebagai syarat kecukupan (sufficiency 
condition). Unsur-unsur dalam syarat kecukupan menurut Hasbullah 
(2006) berupa: (1). partisipasi dalam jaringan sosial (participation and 
social network); (2).  saling tukar kebaikan (reciprocity); (3). norma 
sosial (social norm); (4). nilai-nilai sosial, dan (5) tindakan yang proaktif. 
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Dari pendapat para ahli  didepan dapat disimpulkan bahwa modal 
sosial terdiri dari elemen pokok yaitu; (1). Kepercayaan; (2). Norma, dan 
(3). Jaringan sosial.  Elemen atau syarat kecukupan yang berupa 
partisipasi dalam jaringan, saling tukar kebaikan, norma sosial, dan 
tindakan proaktif. Bila syarat pokok dan syarat kecukupan tersebut 
dipadukan, maka elemen yang terdapat dalam modal sosial berupa: (1). 
Kepercayaan; (2). Norma termasuk norma sosial dan saling tukar 
kebaikan; (3). Jaringan sosial yang dilakukan dalam bentuk tindakan 
proaktif dari anggota masyarakat yang bersangkutan. 
b.  Dimensi Modal Sosial 
Terdapat beberapa tipe modal sosial, Woolcock (2001) dalam Field 
(2003: 65) membaginya sebagai berikut: 
(1) modal sosial yang mengikat, yang berarti ikatan antar orang dalam 
situasi yang sama, seperti keluarga dekat, teman akrab dan rukun 
tetangga.   
(2) modal sosial yang menjembatani, yang mencakup ikatan yang lebih 
longgar dari beberapa orang, seperti teman jauh dan rekan sekerja, 
dan  
(3)  modal sosial yang menghubungkan, yang menjangkau orang-orang 
yang berada pada situasi berbeda, seperti mereka yang sepenuhnya 
ada di luar komunitas, sehingga mendorong anggotanya 
memanfaatkan banyak sumber daya dari pada yang tersedia dalam 
komunitas. 
 
Tiga klasifikasi tersebut dilihat dari kuat-lemahnya hubungan yang 
terjadi. Modal sosial mengikat (bounding) terdiri dari ikatan keluarga 
dekat, teman akrab, dan rukun tetangga. Hubungan antara orang-orang 
yang demikian tentunya berlangsung dalam situasi yang akrab karena 
adanya kedekatan antar individu dalam kelompok tersebut. Modal sosial 
74 
 
mengikat bersifat horizontal dan mengikat antar anggotanya. Modal sosial 
menjembatani (bridging) mempunyai ikatan yang lebih longgar pada 
beberapa orang, misalnya teman jauh dan rekan sekerja. Modal sosial ini 
dapat bersifat horizontal maupun vertikal. Sedangkan modal sosial 
menghubungkan (linking) menjangkau orang-orang yang berada pada 
situasi berbeda, jangkauannya berada diluar komunitas. Untuk dapat 
menghubungkan anggota satu dengan lainnya diperlukan sumber daya 
yang lebih banyak. Individu, kelompok atau organisasi dapat 
memanfaatkan ketiga dimensi modal sosial tersebut untuk lebih mudah 
mencapai tujuan. 
Tinjuan lain melihat dimensi modal sosial dari dua hal, yaitu dimensi 
kognitif dan dimensi struktural (Upphoff, 2000).  Dimensi pertama yaitu 
dimensi kognitif bersumber pada norma. Perwujudan dari dimensi ini 
berbentuk nilai, sikap, dan kepercayaan, kesemuanya berada dalam budaya 
masyarakat. Dimensi kedua yaitu struktural. Dalam dimensi ini modal 
sosial bersumber dari peraturan yang ada dan peran,  yang kemudian 
diwujudkan dalam jejaring sosial dan hubungan interpersonal yang lain. 
Dalam dimensi ini dapat bersifat horizontal maupun vertikal. Individu atau 
organisasi dapat memanfaatkan kedua dimensi tersebut secara bersama-
sama.  
c. Fungsi Modal Sosial 
Sejak konsep modal sosial dicetuskan, sebagian besar masyarakat 
menggambarkan bahwa modal sosial merupakan sesuatu yang sangat 
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manjur dalam mengatasi berbagai masalah dalam organisasi atau 
masyarakat.  Gambaran tersebut muncul karena modal sosial memiliki 
berbagai fungsi, antara lain : 
1) Sebagai perekat dalam kehidupan bermasyarakat, karena modal 
sosial dapat diinstitusikan dalam bentuk kehidupan bersama, peran, 
wewenang, tanggung jawab, dan sistem penghargaan, dan yang 
lainnya yang dapat menghasilkan tindakan kolektif. 
2) Modal sosial dapat berfungsi sebagai media phower sharing atau 
pembagian kekuasaan dalam komunitas. 
3) Modal sosial dapat berfungsi sebagai media untuk memberikan 
kemudahan dalam mengakses informasi bagi anggota komunitas. 
4) Modal sosial dapat berfungsi untuk mengembangkan solidaritas. 
5) Modal sosial memungkinkan mobilisasi sumberdaya komunitas. 
6) Modal sosial memungkinkan pencapaian tujuan bersama. 
7) Modal sosial dapat membentuk perilaku kebersamaan dan 
berorganisasi bagi komunitas (Field, 2003) 
 Dari pendapat Field  terlihat bahwa banyak fungsi yang dimiliki 
modal sosial, sehingga masyarakat mengatakan bahwa  modal sosial 
merupakan resep yang jitu untuk  menyelesaikan semua masalah yang 
terjadi dalam komunitas atau organisasi.  
Pendapat tersebut tidak berlebihan, karena dalam kenyataannya 
modal sosial dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang 
terjadi dalam suatu kelompok. Beberapa hasil penelitian mendukung 
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pernyataan tersebut. Dalam bidang kesejahteraan masyarakat, penelitian  
Ernan Rustiadi & Akhmad Riswan Nasution (2017) menunjukkan  bahwa  
ada pengaruh modal sosial  terhadap penurunan probabilitas rumah tangga 
miskin  di pedesaan. Pengaruh modal sosial lebih tinggi dari pada modal 
manusia. Hal ini  menyiratkan bahwa dibandingkan dengan modal lain, 
modal sosial merupakan modal yang paling penting dalam mengurangi 
kemiskinan rumah tangga. 
Penelitian Budhi Cahyono & Ardian Adhiatma (2012) tentang 
peningkatan kesejahteraan petani tembakau, mendapatkan kesimpulan 
bahwa nilai-nilai kepercayaan dalam modal sosial sangat dominan sebagai 
dasar bagi masyarakat pedesaan untuk dijadikan modal dalam peningkatan 
fungsi yang lain. Jumirah & Heni Wahyuni (20..) dalam penelitiannya 
yang berjudul pengaruh modal sosial terhadap kesejahteraan masyarakat di 
Indonesia, menghasilkan kesimpulan bahwa modal sosial memiliki 
dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan. Peningkatan partisipasi 
dalam kegiatan komunitas akan meningkatkan kesejahteraan sebesar 
11.7%, peningkatan kerja sama dalam 1% akan meningkatkan 
kesejahteraan sebesar 0.2%.  Hazlina Hamdan, Fatimah Yusof & Marlyana 
(2014) dalam penelitian tentang modal sosial dan kualitas hidup di 
perumahan dengan kepadatan tinggi di Malaysia mendapatkan  
kesimpulan: modal sosial di lingkungan yang diteliti meningkatkan nilai 
sosial positif menuju kehidupan yang lebih baik yang berkontribusi pada 
kualitas hidup. Hasil-hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa modal 
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sosial memiliki pengaruh yang lebih tinggi dari modal yang lain, 
berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas 
hidup dan meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. 
Dalam bidang  karier,  modal sosial juga ikut berperan dalam 
mendukung sukses karier. Seibert, Scoot E, Marial Kraimer, and Robert C. 
Liden (20..)  menemukan hasil bahwa struktur jaringan adalah sumber 
daya sosial yang terkait dengan keberhasilan karier. Efek dari sumber daya 
sosial dan keberhasilan karier sepenuhnya dimediasi oleh 3 manfaat 
jaringan: mengakses informasi, akses ke sumber daya, dan sponsor karier. 
Thomas Korpi (2001) dalam Field (2003: 83) menemukan bahwa luasnya 
jaringan pribadi individu membawa dampak positif pada kecenderungan 
dalam mendapatkan pekerjaan. Hal tu juga ditemukan dalam penelitian 
Zhao (2002) pada para pekerja di Cina yang berhenti dari pekerjaannya 
dan memperoleh pekerjaan lain banyak menemui keberhasilan dengan 
menggunakan modal sosial mereka yang biasanya terdiri dari kerabat dan 
tetangga dekat. 
Dalam hal yang berhubungan dengan adaptasi terhadap perubahan 
iklim di pulau-pulau kecil, modal sosial juga memiliki peran (Jan Petzold 
& Beate M.W. Ratter, 2015). Dalam penelitian ini kesimpulan yang 
didapat adalah bahwa pulau-pulau kecil memiliki tingkat ketahanan yang 
tinggi melalui sumberdaya dari jejaring sosial yang padat seperti tindakan 
kolektif, norma timbal balik, dan hubungan kepercayaan.  
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Beberapa penelitian yang telah dikemukakan didepan memperkuat 
pendapat bahwa modal sosial mempunyai fungsi positif dalam berbagai 
bidang kehidupan masyarakat. Namun demikian bukan berarti bahwa 
modal sosial tidak memiliki sisi negatif. Hubungan sosial yang terdapat 
dalam modal sosial dapat menimbulkan ketimpangan terutama karena 
akses terhadap tipe jaringan yang berbeda terdistribusikan secara tidak 
merata (Field, 2003:120). Selain itu adanya jaringan sosial dapat 
menguntungkan anggota jaringan dan orang lain, seseorang dapat 
mengexploitasi modal sosial mereka untuk tujuan yang buruk. Dengan 
demikian pemanfaatan modal sosial dalam suatu komunitas perlu 
dilakukan dengan hati-hati agar tidak merugikan individu maupun 
kelompok.  
d.  Modal Sosial di Sekolah Menengah Kejuruan 
Dalam dunia pendidikan, peran modal sosial belum dinilai sebagai 
aspek yang  penting dalam proses perbaikan mutu pendidikan. Padahal 
modal sosial memiliki peran yang sangat strategis untuk dikembangkan 
dalam pola-pola  hubungan sosial  yang terjadi dalam proses pembelajaran, 
baik didalam keluarga maupun sekolah. Seperti dikatakan Suyata (2010: 
35): 
Pemahaman dan pemanfaatan modal sosial tepat digunakan 
menghadapi perubahan cepat yang terjadi dalam pendidikan dan 
konteksnya seperti devolusi kewenangan ke tingkat yang lebih rendah, 
kebutuhan adanya keterkaitan lintas sektor, dan penyebaran 
pengambilan keputusan ke masyarakat lokal dan kelompok volunter. 
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Modal sosial dibutuhkan juga untuk menghadapi perkembangan 
teknologi yang berkembang sangat cepat, yang berakibat pada 
perkembangan masyarakat yang cepat pula. 
Beberapa pokok pikiran terkait dengan modal sosial dikemukakan 
oleh Tom Schuller 2004 (dalam Dwiningrum, 2012), yang menjelaskan 
bahwa kajian tentang hasil belajar tidak sekedar diukur dari hasil lulus 
ujian, namun perlu dikaitkan dengan kesehatan, kehidupan keluarga, dan 
modal sosial. Tom Schuller dalam kajiannya memfokuskan pada tiga 
dimensi pokok yakni modal identitas, modal manusia, dan modal sosial, 
yang ketiganya terlibat dalam proses untuk menganalisis hasil belajar. 
Modal identitas mengacu pada karakteristik individu yang digambarkan 
sebagai konsep diri, modal manusia mengacu pada pengetahuan dan 
ketrampilan yang dimiliki oleh individu yang dapat berupa kualifikasi, 
pengetahuan, keahlian, kesehatan, dan motivasi belajar, yang 
memungkinkan mereka untuk berfungsi secara efektif dalam kehidupan 
ekonomi dan sosial. 
Teori tentang modal manusia dalam hubungannya dengan belajar 
mengatakan bahwa investasi dalam pendidikan menghasilkan kembali, 
kurang lebih dalam dengan cara yang sama sebagai investasi tidak dalam 
modal fisik. Sedangkan modal sosial dapat mendorong sekolah untuk 
menghasilkan lulusan yang berkualitas. Field (2003:73-75) 
menginformasikan hasil penelitian tentang modal sosial dalam pendidikan 
bahwa modal sosial terkait erat dengan prestasi belajar. Penelitian lain 
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menghasilkan kesimpulan bahwa mereka yang memiliki nilai dan cita-cita 
lebih tinggi secara umum memiliki tingkat modal sosial yang lebih tinggi 
pula.  
 Selama ini peran modal sosial belum dinilai sebagai aspek yang 
sangat penting dalam proses perbaikan mutu pendidikan. Padahal modal 
sosial memiliki peran yang sangat strategis untuk dikembangkan dalam 
pola-pola  hubungan sosial  yang terjadi dalam proses belajar mengajar 
didalam keluarga maupun sekolah.  
Banyak permasalahan di sekolah yang telah dapat diselesaikan 
dengan menggunakan modal sosial, seperti  pendayagunaan komite sekolah 
sebagai modal sosial, yang berfungsi untuk memecahkan masalah 
pembangunan /pengembangan program sekolah. Dari hasil penelitian 
Suyata, dkk (2010) menghasilkan kesimpulan bahwa sekolah yang mampu 
mengembangkan jangkauannya di luar sekolah, pada umumnya dinilai 
masyarakat sebagai sekolah yang unggul. Hasil yang lain menunjukkan 
bahwa sekolah pada umumnya sudah mengembangkan kehidupan sosial, 
karena keberadaan sekolah ada di tengah masyarakat. Realitas ini juga 
merupakan bentuk pengembangan modal sosial. Sekolah yang dapat 
membangun partisipasi masyarakat bagi pengembangan mutu sekolah, 
cenderung tidak mengalami masalah dalam melibatkan masyarakat dalam 
program-program sekolah. Temuan-temuan penelitian tersebut memperkuat 
kenyataan bahwa pemanfaatan modal sosial sangat membantu dalam 
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mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam pendidikan serta 
meningkatkan mutu pendidikan.  
Untuk mengembangkan kualitas sekolah modal yang dapat digunakan 
adalah: modal intelektual, modal sosial, modal budaya , dan modal 
ekonomi. Apabila sekolah yang menggunakan modal intelektual, maka 
akan menjadi sekolah kreatif inovatif. Sekolah yang yang menggunakan 
modal sosial, akan dapat mengembangkan kerja sama, membangun 
kepercayaan, menggalang partisipasi untuk mencapai tujuan bersama, 
kemampuan menghargai perbedaan dalam kehidupan sosial. sekolah yang 
menggunakan modal budaya, akan dapat mengembangkan budaya sekolah 
disiplin dan mendapatkan prestasi. Sekolah yang menggunakan modal 
ekonomi akan dapat menggali dana secara swadaya (Dwiningrum, 2014). 
Dari paparan tersebut diasumsikan bahwa modal sosial merupakan salah 
satu modal pokok yang dibutuhkan dalam proses perbaikan mutu sekolah. 
Modal yang lainnya ditentukan oleh eksistensi kekuatan modal sosial yang 
dimiliki oleh sekolah.  
B. Kajian Penelitian yang  Relevan 
 Beberapa penelitian mengenai modal sosial dan sekolah  telah banyak 
dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Dwiningrum (2001) tentang modal 
sosial untuk peningkatan mutu sekolah, menghasilkan beberapa hasil antara lain : 
1. ada kecenderungan bahwa modal sosial sudah melekat dalam kehidupan  
sekolah, namun belum dikembangkan secara optimal. 2. Penguatan modal sosial 
dapat dilakukan dengan penguatan unsur-unsur modal sosial. 3. Modal sosial di 
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sekolah dapat dikembangkan jika kepala sekolah, guru dan steakholder memiliki 
ruang, waktu dan komitmen yang lebih maksimal untuk perbaikan mutu. 
Penelitian lain yang dilakukan Rajoki Simarmata (2009:125) tentang peran modal 
sosial dalam mendorong sektor pendidikan dan pengembangan wilayah di 
Kecamatan Garoga, Tapanuli Utara menyimpulkan, peran modal sosial yang 
ditemukan dalam sektor pendidikan adalah : 1. saling percaya (kejujuran dan 
kemurahan hati) ; 2. jaringan sosial (partisipasi, solidaritas dan kerja sama); 3. 
pranata sosial. Disamping itu, nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat 
Batak merupakan sarana efektif untuk menumbuhkembangkan keswadayaan 
masyarakat dalam pembangunan sekolah dan pendidikan berkualitas, sehingga 
ketergantungan kepada masyarakat berkurang. Penelitian yang dilakukan oleh 
Pratikno, dkk (2002; 142) tentang Penyusunan Konsep Perumusan Pengembangan 
Pelestarian Nilai-Nilai Kemasyarakatan (Social Capital) untuk Integrasi Sosial, 
antara lain menyimpulkan: tingkat kemajemukan dan polarisasi sosial, serta 
warisan institusi dan mekanisme untuk integrasi sosial, menyebabkan kebutuhan 
dan tantangan pengembangan modal sosial antar daerah bervariasi. Pada 
masyarakat yang relatif homogin dengan satu kelompok mayoritas, integrasi 
sosial relatif mudah terbangun karena skala-skala masalah yang dihadapi relatif 
terbatas. Sebaliknya, pada masyarakat yang majemuk, masalah yang dihadapi 
sangat kompleks, sehingga tantangan dorongan untuk belajar mengembangkan 
modal sosial juga sangat tinggi. 
Kurotul Aeni, Zamroni, dan Darmiyati Zuchdi (2016) dalam penelitiannya 
yang berjudul Pendayagunaan modal sosial dalam pendidikan karakter, 
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memberikan kesimpulan: 1. pendayagunaan modal sosial dalam pendidikan 
karakter yang dilaksanakan dalam pembelajaran, budaya sekolah dan program 
pembelajaran karakter melalui inkulkasi nilai karakter dan keteladanan secara 
integral memperkuat karaktet. 2. Pendayagunaan modal sosial pada kegiatan 
ekstra kurikuler berpengaruh sangat kuat terhadap pembentukan karakter 
dibandingkan kegiatan intra kurikuler.    
Penelitian yang terkait dengan sekolah kejuruan, antara lain dilakukan oleh 
Sunarto (2011:135) dengan judul “Analisa Kebijakan pendidikan Kejuruan Dan 
Pelatihan Berbasis Dunia Usaha dan Dunia Industri,  salah satunya  
menyimpulkan “ pendidikan kejuruan akan berjalan efektif dan efisien jika ada 
kerja sama antara pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri.  Penelitian 
Muhammad Farid (2005) dengan judul Minat Siswa SMP Memasuki Sekolah 
Kejuruan”, hasil penelitiannya adalah Proses belajar mengajar yang kurang baik di 
sekolah kejuruan akan menjadikan SMK kurang bermutu, sehingga citra SMK di 
mata siswa SMP kurang baik yang menjadikan minat siswa SMP memasuki SMK 
menjadi rendah. Suwadi, Suyata, dan Sumarno (2006) dalam penelitiannya 
menyimpulkan: 1. Terdapat variasi dalam pemanfaatan modas sosial sekolah. 2). 
Pendayagunaan modal sosial menunjukkan pola menjembatani dan mempererat 
melalui komponen jejaring, relasi saling menguntungkan dan membantu, dan 
kepercayaan. 3. Kebijakan kepala sekolah dalam memenfaatkan modal sosial 
ditunjukkan oleh integritas sekolah dalam program pengembangan akademis, 
sumberdaya manusia, sistem pendanaan dan budaya lokal. 4. Kebijakan 
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pemanfaatan modal sosial didasarkan pada nilai militansi dan loyalitas, nilai 
silaturahmi dan manfaat, dan universalisme Islam.   
Penelitian Farida Hanum, dkk (2016) menyimpulkan bahwa modal sosial 
yang paling  banyak digunakan oleh sekolah dengan mutu tinggi adalah mutual 
trust, dan norma/tata tertib, guru telah membangun dan mengembangkan 
networking yang produktif diantara semua warga.  Huang, Diana, dan David 
Cairns (2015) melalui penelitiannya mendapatkan kesimpulan bahwa modal sosial 
yang dihasilkan dari hubungan sosial siswa dengan orang tua, guru dan teman 
sebaya memiliki pengaruh signifikan terhadap prestasi siswa di Norwegia dan 
Rumania. Linfors, dkk (2017) menemukan bahwa modal sosial sekolah yang 
berupa hubungan positif dan suportif antara siswa dan guru, mengurangi tingkat 
kelelahan sekolah dan meningkatkan prestasi akademik dikalangan siswa. Van 
Roosen (2015) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa modal sosial pada 
tingkat individu memiliki efek substantive pada penyesuaian diri di sekolah.  
Berbagai permasalahan dapat dijumpai oleh siswa sekolah kejuruan. 
Permasalahan tersebut antara lain: kurangnya informasi tentang jurusan atau 
kompetensi keahlian yang dimasuki yang menyebabkan minat belajar rendah, 
persoalan ekonomi keluarga, perasaan rendah diri, cara belajar yang belum sesuai 
dengan jenis mata pelajaran yang dipelajari, dan masalah-masalah yang 
berhubungan dengan perkembangan siswa sebagai remaja. Beberapa penelitian 
yang telah dilakukan memperkuat hal tersebut. Sukardi (2011) mengemukakan 
beberapa hasil penelitian yang menunjukkan hal tersebut. Salah satu penelitian 
yang dirujuk adalah penelitian yang dilakukan oleh Moedjiarto (1995) yang 
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kesimpulannya mengatakan bahwa nilai prestasi praktik siswa SMKN se 
Surabaya pada tahun 1995 dalam posisi rendah (57.89).  Hasil penelitian Sulipan 
(2004) menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan antara peralatan praktik 
yang tersedia dengan kompetensi yang harus dipenuhi di industri. Dua penelitian 
tersebut menunjukkan adanya permasalahan di SMK yang berkaitan dengan 
proses dan hasil pembelajaran.  Dua contoh permasalahan tersebut menjadikan 
lulusan SMK belum dapat mencapai kemampuan yang dipersyaratkan dalam suatu 
kompetensi. Akibat lebih lanjut terjadi pengangguran yang cukup besar dari 
lulusan SMK karena kemampuan yang dimiliki belum sesuai dengan kompetensi 
yang dibutuhkan oleh dunia industri.  
Lulusan SMK dituntut untuk memiliki katrampilan yang berupa hard skill 
dan soft skill.  Dua ketrampilan tersebut harus dimiliki oleh seorang pekerja dalam 
melakukan suatu pekerjaan. Ibaratnya seperti mata uang, sisi yang satu merupakan 
hard skill pada sisi yang lain berisi soft skill, keduanya tidak bisa dipisahkan.  
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widarto dkk. (2007) yang dirujuk oleh 
Sukardi (2011) menyimpulkan terdapat kesenjangan antara apa yang dibekalkan 
di SMK dengan kinerja lulusan di industri. Kesenjangan aspek soft skill lebih 
mendominasi, seperti adaptasi, kerja tim, manajemen diri, kedisiplinan, inisiatif, 
mental kerja, sikap kerja, motivasi kerja, dan lain-lain.  Jadi pada  intinya aspek 
soft skills lebih menunjuk pada karakter kerja dan budaya kerja.  
Beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan memberikan bukti bahwa 
penelitian tentang modal sosial dan tentang sekolah kejuruan sudah banyak 
dilakukan, namun penelitian tentang praxis pendidikan kejuruan berbasis modal 
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sosial belum ditemukan. Oleh karena itu penelitian ini perlu dilakukan untuk 
memperluas kajian tentang modal sosial di sekolah kejuruan. 
Dari kajian teori yang dikemukakan didepan yaitu tentang pendidikan, 
sekolah kejuruan dan modal sosial dapat digambarkan kerangka pikir penelitian 






Gambar 4. Kerangka Pikir Penelitian 
Input pendidikan SMK adalah siswa lulusan SMP, yang kemudian di proses 
melalui pembelajaran di sekolah dan didunia usaha/industri dengan melibatkan 
modal sosial, sehingga menghasilkan lulusan. Lulusan SMK  akan menjadi tenaga 
kerja di masyarakat, baik menjadi pegawai negeri maupun pekerja di dunia 
usaha/industri. 
C. Pertanyaan Penelitian 
Berdasar kajian pustaka dan hasil penelitian yang relevan, dapat dirumuskan 
pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
1. Modal sosial apa saja yang ada dalam masyarakat yang potensial dan dapat 
dimanfaatkan oleh SMK Nurul Huda Panumbangan dalam penyelenggaraan 
pendidikan. 
2. Bagaimana praxis sekolah kejuruan berbasis modal sosial, dalam hal: 
a. Pelaksanaan  pembelajaran  
Input 
SMK 










b. Penyaluran lulusan. 
3. Bagaimana dampak pemanfaatan modal sosial di sekolah kejuruan:  
a. Dampak terhadap  kualitas lulusan. 
b. Dampak terhadap penyaluran lulusan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
